      DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR
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NOTA DINAS

Kepada
: Yth. Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 


        Jawa Timur
Dari 

: Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan 

Tanggal
: 22 Oktober 2024
Nomor
:                 /            /119.4/2024
Sifat
       : Segera
Lampiran
: 1 (satu) Berkas
Hal
       : Rapat Penguatan Pokjanal dalam ILP di Tingkat Provinsi 

Sehubungan dengan Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor: 400.7.27/18021/102.2/2024 tanggal 17 Oktober 2024 Perihal Undangan, bersama ini dilaporkan dengan hormat beberapa hal sebagai berikut:

1. Waktu dan Tempat

Hari /Tanggal
: Selasa, 22 Oktober 2024
Pukul


: 09.00 s/d Selesai
Tempat

: Ruang Prime Conference Lt. M Hotel PrimeBiz 



  Jalan Gayung Kebonsari No. 30 Surabaya
Acara


: Rapat Penguatan Pokjanal dalam ILP di Tingkat 


             Provinsi
Pimpinan Rapat
: Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Provinsi


  Jawa Timur   
2. Dasar Hukum

a. Surat Kepala Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor: 400.7.27/18021/102.2/2024 tanggal 17 Oktober 2024 Perihal Undangan Rapat Penguatan Pokjanal dalam ILP  di Tingkat Provinsi.
b. Surat Perintah Tugas Nomor: 000.1.2.3/10361/119.4/2024.
3. Maksud dan Tujuan

a. Melaksanakan koordinasi anggota pokjanal posyandu dalam rangka Integrasi Layanan Primer di Provinsi.
b. Tersosialisasinya Arahan Kebijakan Transformasi Pokjanal Posyandu Menjadi Tim Pembina Posyandu.
c. Tersosialisasinya Peran Tim Pokjanal Posyandu dalam Pelaksanaan 6 Bidang SPM.
d. Adanya kesepakatan dan tersusunnya Surat Edaran Pelaksanaan Posyandu di Kabupaten/Kota dalam rangka Integrasi Layanan Primer di Posyandu Jawa Timur.
4. Petugas yang Hadir

1. Herri Heryadi Anwar, S.Sos.
2. Muhammad Irfan Afwandi, S.IIP.
5. Ringkasan Hasil
A. Dasar Hukum
1. Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.
2. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
3. PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
4. Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
6. Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
7. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
8. Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Bidang Kesehatan.
9. PermenPUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
B. Posyandu
· Posyandu merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKD/LKK) sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.
· Jumlah Posyandu di Jawa Timur 46.890 Sumber https://e-prodeskel.kemendagri.go.id.
· Tugas Posyandu dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
· Terdapat 6 (enam) bidang SPM (Standar Pelayanan Minimal) yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Trantibumlinmas, dan Sosial.
· Pembentukan Posyandu
· Dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.
· Kepengurusan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah.
· Kepengurusan Posyandu : Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua bidang sesuai kebutuhan.
· Pengurus dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
· Kader hanya melaksanakan tugas pada satu bidang layanan.
· Kader diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
· Posyandu yang harus memiliki Nomor Register yang ditetapkan oleh Menteri melalui Ditjen Bina Pemdes.
· Tim Pembina Posyandu
· Dibentuk pada setiap Tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan).
· Tugas TP Posyandu secara umum adalah untuk mengoordinasikan, memberikan arahan, pendampingan, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.
· Pendanaan Posyandu
· Bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, APBDes, dan Sumber lain yang sah.
· Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa wajib menganggarkan dana untuk mendukung penyelenggaraan Posyandu.
C. Tugas Posyandu yang diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
· Tugas yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur berada di bidang Pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
· Rincian tugas tersebut seperti Identifikasi ketersediaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa dan Penguatan Pemanfaatan Literasi Digital.
D. SPM Provinsi Jawa Timur
· Terdapat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Tim SPM Provinsi Jawa Timur yang akan dibuatkan Surat Keputusan.
· Renaksi Pencapaian SPM Jawa Timur Tahun 2023 – 2026 memiliki fungsi sebagai berikut :
· Sebagai alat koordinasi bagi para pihak yang berkepentingan dalam penerapan dan pencapaian SPM.
· Pedoman dalam perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan rencana tahunan penerapan dan pencapaian SPM.
· Pedoman pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
· Pedoman pelaporan pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dan memberikan umpan balik  serta rekomendasi bagi penyusunan rencana aksi periode selanjutnya.
· Pedoman untuk memudahkan pengintegrasian penerapan dan pencapaian SPM ke dalam mekanisme dan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
· Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
E. SPM Awards
· SPM Awards merupakan ajang pemberian penghargaan kepada daerah yang berkinerja terbaik dalam penerapan SPM terhadap Provinsi, Kabupaten dan Kota, dengan indikator penilaian sebagai berikut :
· Indeks Penghitungan SPM (Bobot 60%).
· Tahapan Penerapan SPM (Bobot 10%).
· Dokumen Rencana Aksi (Bobot 5%).
· Anggaran (Bobot 10%).
· Tim Penerapan SPM (Bobot 5%).
· Kepatuhan (Bobot 10%).
· Peringkat Kinerja SPM 2023 kategori Provinsi, Kategori Provinsi Terbaik Jawa Timur meraih Juara 2 dengan nilai 98,43.
· Peringkat Kinerja SPM 2023 se – Jatim untuk Kabupaten diraih Sidoarjo dengan nilai 97,41 dan Kota diraih Surabaya dengan nilai 97,33.  
F. Substansi baru dalam penyusunan APBD TA 2025 dalam mendukung Posyandu
· Dalam rangka pembinaan dan penguatan pemerintah desa, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 mengenai Desa, dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Posyandu merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang telah bertransformasi menjadi wadah partisipasi masyarakat dan merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di desa/kelurahan.
· Posyandu tidak hanya memberikan pelayanan pada bidang kesehatan, namun Posyandu dapat bergerak untuk melayani 6 Bidang SPM, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan tentang Standar Pelayanan Minimal.
· Pemerintah daerah melakukan penguatan Posyandu dengan langkah-langkah sebagai berikut:
· Optimalisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung posyandu sebagai bagian dari LKD dalam melaksanakan tugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
· Penyelarasan program/kegiatan/subkegiatan pada perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dengan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial melalui tagging di tematik, pembangunan, sebagaimana tercantum pada SIPD-RI melalui alamat sipd-ri.kemendagri.go.id/pemutakhiran.
· Memberikan dukungan operasional, insentif, peningkatan kapasitas dan sarana prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
G. Internalisasi Program/Kegiatan dukungan Posyandu
· Beberapa isu utama dalam pelaksanaan Permendagri 13 Tahun 2024 :
· Posyandu tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, namun juga mendukung pelayanan 6 Bidang SPM.
· Penataan kembali kelembagaan Posyandu sebagai LKD yang mendukung pelayanan SPM.
· Revitalisasi pembinaan Posyandu melalui Tim Pembina Posyandu, yang sebelumnya melalui Pokjanal Posyandu.
6. Tindak Lanjut
Berdasarkan hasil rapat yang telah dilaksanakan mengenai Rapat Penguatan Pokjanal dalam ILP  di Tingkat Provinsi, terdapat beberapa rekomendasi tindak lanjut : 
· Membentuk Tim Pembina Posyandu pada tiap tingkat pemerintahan (Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan) dengan memperhatikan tugas masing-masing bidang Posyandu dan Perangkat Daerah pengampu SPM.
· Menentukan rangkaian output untuk dilaksanakan oleh Posyandu.
· Mengidentifikasi kondisi eksisting Posyandu yang ada.
· Mengidentifikasi Layanan SPM yang dapat diturunkan/didekatkan pelayanannya kepada masyarakat melalui Posyandu sesuai kewenangan masing-masing dan menyusun SOP-nya.
· Membuat kebijakan untuk penyertaan Posyandu terlibat SPM.
· Fasilitasi penataan kelembagaan Posyandu menyesuaikan Permendagri 13 Tahun 2024, serta pemberian nomor registrasi (tata cara diatur lebih lanjut oleh Kemendagri).
· Penguatan Layanan Posyandu melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas kader dan pengurus Posyandu.
· Kolaborasi pelaksanaan tugas TP Posyandu dengan Tim Penerapan SPM (Provinsi dan Kab/Kota) dengan memperhatikan RENAKSI SPM.
· Pengendalian dan Evaluasi atas efektifitas kebijakan Posyandu dalam kaitannya dengan pelaksanaan SPM.
· Melakukan Koordinasi lanjutan melalui pertemuan kembali Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang berhubungan langsung dengan 6 Bidang SPM untuk membentuk Tim Pembina Posyandu melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.
KEPALA BIDANG
PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
ADI WIYANTO, S.T., M.M.
Pembina

                                                                  NIP. 19710904 199403 1 001
Dokumentasi
RAPAT PENGUATAN POKJANAL DALAM ILP DI TINGKAT PROVINSI 
Surabaya, 22 Oktober 2024
[image: image3.png]TUUTE No 11 Tahun 2008 Pasl  Ayat | Balal
Informasi Elearoik danstau Dokumen Elekionik dan/tau hasil ctaknya merupakan Sertifikast
- Dokumen ini telah ditandatangani sccara elektronik menggunakan sertifikat clektronik yang diterbitkan BSFE Elektronik





[image: image2.jpg]SURABAYA, 22 OKTOBER 2024

-





4

